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ABSTRAK 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan 
instrumen hukum darurat yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk 
merespons hal ihwal kegentingan yang memaksa secara cepat. Karena kewenangan 
tersebut bersifat subjektif dan Perppu dapat berlaku sebelum memperoleh 
persetujuan DPR, diperlukan mekanisme pengujian sebagai bentuk checks and 
balances untuk mencegah terjadinya executive heavy. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis mekanisme pengujian Perppu oleh DPR berdasarkan UUD NRI 1945, 
implikasi kelemahan fungsi pengujian tersebut terhadap praktik executive heavy, 
serta dinamika konstitusionalitas persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi 
deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum 
dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji mekanisme 
persetujuan Perppu oleh DPR, parameter “kegentingan yang memaksa”, serta 
implikasi konstitusional persetujuan Perppu Cipta Kerja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengujian Perppu oleh 
DPR seharusnya mencakup penilaian objektif terhadap terpenuhinya parameter 
“kegentingan yang memaksa” sebagai dasar menentukan keberlanjutan Perppu. 
Namun, dalam praktiknya, makna kegentingan sering disederhanakan menjadi 
alasan prediktif dan subjektif untuk menghindari proses legislasi normal. 
Kelemahan pengujian DPR juga dipengaruhi oleh dominasi koalisi partai politik 
pendukung pemerintah (oversized coalition), sehingga fungsi legislative review 
cenderung menjadi formalitas dan mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. 
Dalam persetujuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kepentingan 
politik pemerintah dinilai lebih dominan daripada pengujian konstitusional, 
termasuk dengan mengesampingkan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan 
autocratic legalism yang berpotensi memusatkan kekuasaan pada lembaga 
eksekutif serta melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. 
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